
1. Undang·Un<lang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pernbe<ltukan Oaerah 
daerah Kabupaten da!am lingl<uogan Provinsi Jawa Barat (Senta 
lllegara Republik Indonesia Ta~.un 1950) sebagaimana telah cliuhah 
<rengan Undang-Undang Nomor 'I Tahun !968 tentang Pembentu!<an 
Kabupaten PtJrwakarta dan Kabupaten SUbang dcngan mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahon 1950 tentang Pembentukan Oaerah 
da~rah Kabupaten dalam Ungkungan Provfnsi Jawa Batat (l.embaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran IJegara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undaog·Undang NOmor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan {Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 3262) sebagalmana telah diubah beberapa kali terakhir denga:l 
Undang·Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Penggan,: Undang-Undang Nornor S Tahun 2008 tenrang 
Perubahan Ke€mpat Alas Undang·Undang Nomor 6 Tahun 1983 
tenrang Ketentuan Umum dan Tara Cara l'erpajakan menjadl Undang· 
Undang (Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 2009 Nornor 62, 
Tambahan lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 4999); 

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Oaerah Nomor 9 Tahon 
2011 tentaog Perubahan Anggaran Pendapatan dan BElanja Daerah 
Kabupaten SeKasi Tahun Anggaran 2011. penu ditetapl<an Peraturan 
Bupatl tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Oaerah. 
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3. Undang·Ur.dang Nomor 12 Tahtm 1985 ter>tang Paja< Buml can 
Bangunan (Lemba•ao Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nome>< 
68, Tamba'lan Lembaran Negara Repuohk lndo,iesia Nomor 3312) 
sebagalmana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahuo 
1994 tentang Pajak Bumi dan Sanguoan {Lemba~n Negara Republlk 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia No;-nor 3569); 

4. Undang-Uncbng Nornor 19 Tah\ln 1997 ten,- Penagihan Pajak ~ 
Su.,,, Paksa (lemboran Nesara Rep<Jblil. Indorn:sia Tahun 1997 Nomor 42. 
Tambahan Lembaran Negara Repeblilc Indooesla NQmor 3686), se1>aga;.,maoo 
telah diubah de<>gan Undang-undang Hornor 19 Tahun 2000 tentang 
Perubahan f.Jas Undong-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penaglhan 
Pajak dongan Surat Paksa (lembaran ~ra Repull6k !nclooesia Tattoo 2000 
Nomor 129, Tambahan temberan Negara Repeblik Indonesla - 3967); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan 8ebas dan Korupsi, Kolusl clan Nepotisme 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

6. Undang-\Jnrung l,omor 31 mun 1999 tentang P<rnbetantasan Tindal< Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Hornor 78, 
'Tambahan Lemba.ra.n Negara Republik Indooe:s&a Nomor 385'4) sebagaimana 
!elah dlubah oengan llndang·undang Nome, 20 Tall<Jn 2001 tentang 
Perubahan Atas Undang-\Jrldang Hornor 31 Tall,., 1999 tentang 
Pemberanta!an Ti.ndak Pidana Korupsi (lembaran Negara Republlk Indonesia 
Tehen 2001 Nomor 134. Tambah.an Lembaran Negara Republik ~ 
Hornor 4150); 

7. Undang·Undan9 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keoangan Negara 
(Lembaran Negara Republil< Indonesia Tahun 2003 Nornor 47, 
Tambahan Lembaran Nega:-a Republlk Indon<!Sia Nomor 4286); 

~- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaal' Negar• 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, 
Tambahan Lem!>aran Negara Republik lfldonesia Nomor 4355); 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pfflleriksanaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Tahun 2004 Norn<>< 66, Tambahan Lembarao 
Negara Republlk Indonesia Nomor 'l400); 

10. Undang·Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem ~encanaan 
Pemban~unan Nasional (Lembaran flegata Republik ~ Tah1.m 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

11. Undang·Undang Nomor 32 Tahun 2n04 tentang Pemerintahan Daerah 
(lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan L.embaran Negara Rel)ubiik Indonesia Nomor 1437) 
sebagaimana telah beberapalcali d ubah terakhlr dengan Undang· 
Undang Nomor 12 Tahun zoos tem:ang Perubahan Kedua Alas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2(04 tentang Pemerintahan Oaerah 
(Lembaran Negara Republilc lndo1esla Tahun 2008 Nomor SS, 
Tambahan Lembaran Negara Republ,'( Indonesia nomO< 4844); 

12. Undang·Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemenntah Pusat dan Pemerintahan oaera~ 
(Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2004 Hornor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republi< Indonesia Nomor 4438); 

I 
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13. Undang·Undang Nomor U Tahun 2009 centa,>g Maje&s 
Pennusyawaratan Rakyat, :>ewao Perwakilan Rakya1, Dewan 
Perwaki!an Daerah dan Dewan Perwa!<llan Rakyat Dae-ah (lembaran 
Negara Republlk Indonesra Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan 
Lemt>aran Negara Republik !Jldonesio Nomor 5043); 

14. Undang·Undang Nomor 28 Tahun 2009 t€fltang Pajak oaerah dan 
Retrlbusi o,erah (Lembaran Negara RepubOk Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan tembaran N~ara RepubGk lndon<!Sia Nomor 
5049); 

LS. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-UJ\dangan {Lembaran Negara Republik indoneSia 
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

16. Peraruran Pemerintah Nomor 7 Ta~un 1977 tentang Peraturan Gaji 
Pegawal ~eri Sipil {Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 
19n Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Nomor 3093), sebagaimana telah beberapakali diubah terakh:r dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 teniang Perubahan 
Ketigabelas atas Peraruran Pemerintah 7 Tahun 19n tentang 
Peraturan Gajl Pegawai Negerl Si:>il (Lembaran Negara Republil< 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 24); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan K'-j)ala Oaerah dan Wa!<il Kepala Daerah (Lembara~ Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran 
Negara Repub!ik Indonesia Nomor 4028); 

18. Peraturan Pernerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protoko!er dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwal<ilan 
Rakyat Oa,a!fah (Lembaran Negara Republik JIY.lonesia Ta~un 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
44!6), sebaga,mana telah beberapal<ali dlubah teral<hir dEngan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2•1 Tahun 2004 tent.mg Keduduka.~ 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Pe,waldlan 
Rakyat Oaerah (Lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 47 Tambahan Lembafan Negata Republik Indonesia Homer 
4712); 

19. Perawran Pemerlntah Noma: 23 Tahun 2005 tentang Peng<llolaan 
Keuangan Sadan Layanan Umum (tembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun zoos Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republil<. Indonesia Nomor 4502); 

20. Peraturan Pemertntah Nomor 55 Tahun ZOOS tentang Dana 
Perimbangan (tembaran Negara RepubOk Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575); 

21. Peraturan Pemerintah Nornor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi 
Keuangan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tat•m 2005 
Nornor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nome< 
4576) sebagaimana lelah diubah der,gan Peraturan Pemenntah Nomor 
65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraruran Pemerintah Nomor 
56 Tahun :ioos tentang Sistem lnformasi Keuangan Oaerah (Lembaran 
Negara R<!J)Ubllk Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 5155); 



le. Pera.'Uran P1!merintah Nomor S7 Tahun 2005 rantaog ~,ooh Kepaoa 
Daerah (Lembaran i,eg;,ra Reoublik lnc!onesta Tahun 2005 Nomor 139, 
Tarwahan .embaran Nega.-a Re~ublik lndonesia Nomor 4577}; 

23. Peraturan Pemertntah Nome, 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negata RepubHk Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesio Nomor 

4578); 
24. Peraturan Pemerimah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik !Jldonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

25. Peraturan Pemerlntah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Oesa (Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tamoohan 
Lembaran Negara Republik Irdonesia Nomor 4567); 

26. Peraturan Pemerlntah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Ke!urahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, 
Tamoohan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 

27. Peraturan Pemertntah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organlsas 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu'l 2007 
Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4741); 

28. oeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang F'e<!oman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Claerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu,i 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

29. Peraturan Pemefintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negora/Oaerah (Lembaran Negara Republil< Indonesia 
tahun 2006 Nomo, 20, Tarnbahan Lembaran Negara Republil< 
Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah dlubah dengan Peraturan 
Pemerintah nomor 38 Tahun 2008 tentang ~bahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Mili.~ 
Negara/D.,.,,.ah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahll'I 2003 
Nome 78, Tamlxlhan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4855); 

30. Peraturan Pemertntah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelapora,, 
Kaiangan dan Kine,ja lnstansi Pemefintah (Lembaran Negara R..."l)UbiK 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 

31. Peraturan Pemefintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepacla Pemerintah, Lapora'> 
Keterangan Pertanggungjawaoon Kepala Daerah ~a Dewan 
Pelwakilan Rakyat Oaerah, dan Informasi Lapo,an Penyeleflggaraan 
Pemerintahan Daerah kepada Masya,akat (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Nega~ 
Perubhk Indonesia Nomor 4593); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pernbagian 
Urusan Pemerintahan entara Pemerintah, Pemerintahan Daeral'I 
Provinsi dan Pemerintahan Oaerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tehan 2007 Nomor 82, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4 737); 
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33. Peratllran ?,menntah •,omor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Uang Negata/Oaerah (lembaran Negara Rept.,blik moones1a Tahun 
2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4738); 

34. Peraturan Pemerintah tlomor 7 Tahun 2008 tentang Oekonsentrasi dan 
Tugas Pembantuan (Lembarcm Negara Repubffk hdonesia Tahon 2008 
Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4816); 

35. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangao Kepada Partai Politik (Lembarao Negara Republil< Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4972); 

36. Peraturan Pemerlntah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Penyusunan Peraturan Dewan Perwal<itan Rakyat Oaerah tentang Tata 
Tertib Dewan Perwal\llan Rakyat Daefah (Lembaran Negara Republik 
lnconesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5104); 

37. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata cara 
Pelaksanaa1 Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan 
Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 25, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana tl!lah 
dlubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 23 TahlA'l 2011 tentang 
Perubahan Peraturan Pernerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wew...,ng serta Kedud<A<an Keuangan 
Gubemur sebagai Wakil Pemerlntah di Wilayah Provinsi (lembanln 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 44, Tambaha!l 
Lembaran Negara Republil<. Inconesia Nomor 4209); 

38. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara 
Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Oaerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011) 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5161); 

39. Peraturan Pemerin!ah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi l'emerintahan (Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5165); 

40. lleraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Plnjaman Daerah 
{lernbaran Negara ReP'Jblik lndo,esia Tahun 2011 Nomor SS', 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5219); 

41. Peraturan Preslc!en Nornor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
8arang/Jasa Pemerintah sebagaima,,a tei;lh diubah dengan Peratura., 
Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peratllra'l 
Presiden Nornor 54 Tahun 2010 tentang Peagadaan Sarang/Jasa 
Pemerintah; 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keoangan Daerah sebagalmana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menterl Oalam Negeri Nornor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan 
Oaerah; 
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Menetapkan : PERATUR.AN BUPATJ TtNTANG Pl:NJASAR.AN PERUSAHAN AA'GGAA.AN 
Pl:NOAPAT.AN DAN BEL.ANJAD.AEAAHT.AHUN ANGGAAAN 2011 

MEMUTUSKAN : 

43. Pe,aturan Merm,n Da am Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata 
Cara Eval,-asl Ra'>Cangan Peraruran Daeral\ tentang AAggaran 
Pcndapata• den ee•anja Daerah dan Rancangan Peraruran Kepala 
Daerah tentang Penjabaran Peral\Jran Kepa'a Daer.1h tentang 
Penjabaran Aoggaran Pendapatan dan BelanJa ~h sebagalrnana 
telah djubah dengan Peraturan M~terf Oatam Negeri Nomor 36 Tahun 
2011 tentang Perubahan atas Perawran Menteri Dalam Negeri NOmo< 
16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraruran 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Be!anja Dae<ah dan 
Rancangan Peraruran Kepala Daeras tentang Penjabaran Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran .Anggaran Pendapatan dan Belan!a 
Daerah; 

44. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomo< 17 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang MO-k Oaerah; 

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaldn dan 
Pertanggungjawaban Pengguoaan Bel.:lnja Penunjang Operasional 
Pimpinan Dewan Pe,wakllan Rakyat oaerah Serta Tata cara 
Pengernbalian Tunjangan Komunikasi lnte<\Sif dan Dana Operasional; 

46. Peraturan Menteri Dalam liegeri NomO< 53 Tahlin 2007 tentang 
Pengawasan Peraturan Daerah can KP.pal~ Daerah 

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang 
Pe<loman Tata Cara Penghitlll\gan, Penganggaran Dalam APBO, 
PengaJuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaao Bantuan Keuangan Partai Polml<; 

;s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Be!anja Daerah 
Tahon Anggaran 2011; 

49. Peraturan Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 ten tang 
Pokok·pckok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Oaerah 
Kabupate,1 Bekasi Tahun 2007 Nomor l); 

so. Peraruran Oaerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi (Lembaran 
Oaerah Kabupaten Bekasl Tahun 2009 Nomor 7); 

51. Peraturao Daerah Kab<Jpaten aekasi Nomor 6 Tahun 2010 tentang 
.Anggaran Pendapat,,n dan Baanja Oaerah Tahun Anggaran 2011 
(~embaran oaerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 6). 
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Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupal<an bag!an yang tidak l€fPisahkan clan 
Peraturan lnl. 

Pasal3 

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana cimaksud dalam Pasal I dirinci febih lanJut pada 
Lamplran Peraturan in!. 

Pasa! 2 

Rp Sisa tebih pembiayaan anggaran setelah perubahan 

Rp 498.176.889.123,00 Jumlah Pembiayaan neto setelah pe"'bahan 

b, Pengeluaran 
1) Semula Rp 
2) 6ertambah/(bel1<urang}Rc 392.582.000.00 

Jumlah Pengeluaran set'!lah ~bahan ,sRo.,_ _ _.,,39z,2c..,a,582....,.000""""''00., 

Rp 498.569.471.123,00 

Pembiayaan Daerah 
<1. Pene.rimacn 

I) Semu!a Rp 318.454.338.240,00 
2} Sertambah/(berl<.urang} Ro 180.115,132.883.00 

Jumlah Penerlmi-an setelah Perubahan 

3. 

Ro 2.709.730,947.969.0Q 
Rp (498.176.889.123,00) 

Belanja Dae<ah 
a. Semula Rp 1.926.031.272.393,00 
b, Bertambah/(berlwrang} Rp 783.699,675.576,00 

Jumlah Belanja Daerah setelah Perubahan 
Surplus/(Defisit) setelah Perubahiln 

2. 

Rp 2.211.554.058.846,00 

Rp !.607.576.934.153,00 
BP 603,977.124.693.00 

setelah Perubahan 

Pendapatan Daerah 
a. Semula 
b. Bertambah/(berkurang) 

Jumfah Pendapatan Daerah 

1. 

Pasal 1 
Angga.-an Pet,<!apatan dan Be anja Daerah Tahun Anggaran 2011 5001ula berjumlah 
Rp. l.926.031.272.393,00 bertambah sejumlah Rp 784.092.257.576,00 sehingga menjaoi 
Rp 2.710.123.529.969,00 dengan rincian sebagai bErikut: 



. SA'D ODIN 

BEl<ASI 
/ 

Ditetapkan di Okarang Pusat 
pada tanggal 27 September 2011 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati i<\i dalam 
Serita Oaerah Kabupaten Bel<asl. 

Peraruran ini mulai be<laku pada tanggal ditetapkan. 

Pasal4 


